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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTCR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang :a.  bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mencantumkan Nilai
Jual Kendaraan Bermotor tahun buat 2007 ke bawah yang tercantum

dalam Lampiran I, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun
2012 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5025 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 04);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012

Nomor 26) diubah sebagai berikut: J



Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu (1) Pasal sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor:
a. kendaraan bermotor tahun buat 2008 sampai dengan 2011

dinyatakan tidak berlaku lagi.
b. kendaraan bermotor tahun buat 2007 kebawah masih tetap

berlaku.
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 7 NOvember 2012 -

GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 7 NOvember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINST GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR =7
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